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ABSTRACK

In order to improve health for the elderly, the Ministry of Health of the Republic of
Indonesia issued a Minister of Health Regulation Number 67 of 2015 concerning the
Implementation of Elderly Health Services at Community Health Centers. The coverage of
elderly health services in Muara Enim Regency has not been implemented optimally,
therefore more intense efforts are needed to approach the community through elderly
posyandu in every village which is a form of outdoor health services. This study aims to
determine the performance of the implementation of posyandu service policies for elderly
people in the village of Tapus, Lembak District, Muara Enim Regency using qualitative
research methods. The results of this study indicate that the performance of implementing
the posyandu service policy for the elderly in Tapus Village, Lembak District, Muara Enim
Regency has not reached the intended target, namely increasing access and coverage of
health services for the elderly. This performance is influenced by several aspects that have
not been maximally implemented, namely the size and purpose of policies that do not have
special rules or special decrees that regulate elderly posyandu, then in the characteristics
of the implementing agency there is still a dual division of tasks, as well as facilities and
infrastructure still not enough. In order to implement policies, it is better if there are rules
or policies that specifically discuss in detail the implementation of these policies issued by
the related agencies.

Keywords: Policy Implementation, Elderly Posyandu Services
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ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kesehatan untuk lanjut usia, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Keschatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat.Cakupan
pelayanan keschatan usia lanjut di Kabupaten Muara Enim belum terlaksana secara optimal,
maka dari itu diperlukan usaha — usaha yang lebih intens untuk melakukan pendekatan
kepada masyarakat melalui posyandu lanjut usia disetiap desa yang merupakan bentuk
pelayanan keschatan luar gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja
implementasi kebijakan pelayanan posyandu untuk lanjut usia di Desa Tapus Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa kinerja implementasi kebijakan pelayanan posyandu untuk
lanjut usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim belum mencapai
target yang dituju yaitu meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut
usia. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspekyang belum terlaksana secara
maksimal yaitu Ukuran dan Tujuan kebijakan yang tidak mempunyai aturan khusus ataupun
surat keputusan khusus yang mengatur tentang posyandu lanjut usia, selanjutnya pada
karakteristik badan pelaksana masih terdapat pembagian tugas ganda, serta sumber daya
sarana dan prasarana yang masih kurang. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan
sebaiknya perlu aturan ataupun kebijakan yang secara khusus membahas secara rinci tentang
pelaksanaan kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Posyandu lanjut usia
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harapan setiap orang adalah dapat merasakan nikmat sehat sampai hari tua, karena
kesehatan merupakan modal utama manusia dalam melakukan segala aktivitas untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek,
Menteri Kesehatan RI Tahun 2014 bahwa “Manusia adalah kekayaan bangsa yang
sesungguhnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang
memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang sehat, dan menjalankan
kehidupan yang produktif, hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana,
tetapi hal ini sering terlupakan”. Kesehatan merupakan faktor utama dalam terbentuknya
sumber daya manusia yang berkualitas. Kesehatan yang dimaksud dapat dilihat dari dua sisi
yaitu kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jasmani dapat dilihat dari segi fisik individu
itu sendiri, sedangkan kesehatan rohani bersifat kesehatan batin maupun spiritual individu
tersebut. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang menjadi tonggak utama dalam
menjalankan segala bentuk kegiatan ataupun aktivitas yang sudah seharusnya dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hak dasar dalam memperoleh kesehatan ini
tertulis dalam Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 yang
berbunyi, Setiap Orang berhak atas kesehatan. Selanjutnya hak masyarakat dalam menerima
pelayanan kesehatan juga tertulis dalam Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1)
dengan bunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Hak atas kesehatan yang diperuntukan ke semua orang tanpa terekecuali, sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan



mendapatkan pelayanan kesehatan yang tertulis dalam Undang — Undang Dasar 1945 Pasal
28 H ayat (1) mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada deskriminasi dalam mendapatkan
kesehatan serta pelayanan kesehatan. Tidak ada pembeda antara kaya dan miskin, jabatan,
kekuasaan, keturunan, ras, suku, etnis, keyakinan, gender, dan hal lain yang menjadi

pembeda dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam mencapai angka kesehatan masyarakat yang dikehendaki, Pemerintah berperan
aktif dalam mewujudkan setiap upaya kesehatan yang mampu menunjang kesehatan
masyarakat. Upaya kesehatan yang dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (11) adalah “setiap kegiatan dan atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan  untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
pemerintah dan atau masyarakat”. Upaya kesehatan tersebut berupa pelayanan dengan jenis
yang berbeda, jenis — jenis pelayanan yang terangkum dalam Undang — Undang Nomor 36
tahun 2009 Pasal 1 ayat (12-16) yaitu: pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan
preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitasi, dan pelayanan
kesehatan tradisional. Kelima jenis pelayanan yang tercantum diatas adalah sebagai bentuk

tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang akan diperoleh melalui program — program pemerintah
Indonesia salah satunya yaitu dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang
tercantum dalam PERMENKES RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan. Pemberdayaan masayarakat bidang kesehatan yang akan
dilaksanakan disesuaikan dengan jenis penyakit, kebutuhan dan juga usia. Mengingat
penduduk Indonesia terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu anak — anak (belum produktif),

dewasa, (usia Produktif), dan lanjut usia (kurang produktif). Dimana dalam hal ini dewasa



menjadi penopang utama sedangkan penduduk dengan usia lanjut sebagai pemberi arah,
masukan, memberikan pengajaran melalui pengalaman yang telah ia lalui. Untuk
menyalurkan pengalaman tersebut, penduduk usia lanjut harus tetap sehat dan tidak menjadi

beban bagi penduduk dewasa dengan cara tetap sehat dan stabil.

Saat ini, Pemerintah tengah gencar meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) yang
berdampak pada peningkatan penduduk pra lanjut usia dan lanjut usia. Hal ini dikarenakan
adanya usaha untuk meningkatkan kesehatan penduduk usia lanjut. Kemudian yang dimaksud
dengan penduduk lanjut usia berdasarkan Undang — Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang
kesejahteraan lanjut usia pasa Bab | Pasal 2 yaitu penduduk yang mencapai usia 60 ke atas.
Secara global populasi lansia diprediksi akan terus meningkat, berdasarkan data dari
Infodatin Lansia  tahun 2016  oleh Departemen Kesehatan ~ Republik

Indonesia(www.depkes.go.id diakses pada 13 Januari 2020), penduduk lanjut usia akan terus

mengalami peningkatan lebih tinggi pada tahun 2100 dengan jumlah penduduk usia lanjut
sebanyak 41%.Sejak tahun 2004 — 2015 memperlihatkan adanya peningkatan usia harapan
Hidup di Indonesia dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030 — 2035

mencapai 72,2 tahun.
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Gambar 1.1: Usia Harapan Hidup Indonesia Tahun 2008 — 2015 dan Proyeksi tahun

2030 - 2035


http://www.depkes.go.id/

Sumber: Infodatin Lansia 2016, oleh Departemen Kesehatan RI (www.depkes.go.id) diakses

pada 13 Januari 2020

Hasil proyeksi penduduk 2010 — 2035, Indonesia akan memasuki periode lansia (ageing),
dimana 10% penduduk akan berusia 60 tahun keatas pada tahun 2020 seperti pada gambar

dibawah ini.
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Gambar 1.2. Presentasi Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2019 — 2035

Sumber: Infodatin Lansia 2016, oleh Departemen Kesehatan RI (www.depkes.go.id) diakses

pada 13 Januari 2020

Berdasarkan data dari Infodatin Lansia 2016 oleh Depatermen Kesehatan RI yang

diakses melalui (www.depkes.com diakses pada 13 Januari 2020), Sebagian besar penduduk

Lansia ditempati oleh perempuan dengan capaian angka 9,0 pada tahun 2015. Hal ini
menunjukan bahwa harapan hidup yang paling tinggi yaitu perempuan. Kemudian masih
berdasarkan infodatin lansia 2016, menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk
lansia laki — laki berbeda dengan perempuan. Lansia perempuan lebih banyak yang berstatus
cerai mati (56,04%) sedangkan lansia laki — laki lebih banyak yang berstatus kawin
(82,84%). Hal ini disebabkan usia harapan hidup (UHH) perempuan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan usia harapan hidup (UHH) laki — laki, sehingga persentase lansia


http://www.depkes.go.id/
http://www.depkes.com/

perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki — laki.

Sebaliknya lansia laki — laki yang bercerai umumnya segera kawin lagi.

Sebaran penduduk Lanjut Usia berdasarkan Provinsi pada gambar 4, terlihat Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penduduk usia lanjut tertinggi dengan nilai persentasi
(13,4%). Dan Papua dengan penduduk lanjut usia terendah dengan nilai persentasi (2,8%).
Rendahnya nilai persentasi penduduk usia lanjut pada Provinsi Papua menunjukan angka

Usia harapan Hidup (UHH)yang masih rendah.
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Gambar 1.3. Persentasi Estimasi Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2015

Sumber: Infodatin Lansia 2016, oleh Departemen Kesehatan RI(www.depkes.go.id) diakses

pada 13 Januari 2020

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 138 ayat (2) yang
mengatakan bahwa: “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara
sosial dan ekonomis”. untuk meningkatkan kesehatan lansia serta menjadikan lansia yang

berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat,
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pemerintah serta keluarga sangat berperan aktif dalam menciptakan lansia yang sehat dan
bekualitas. Pihak yang berperan aktif akan dapat memunculkan perannya apabila kegiatan
yang dapat menunjang permasalahan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah melalui
upaya pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, serta komunikasi koordinasi yang baik dari

kebijakan pemerintah.

Tujuan umum kebijakan pelayanan kesehatan lansia adalah untuk meningkatkan
derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya
guna bagi masyarakat, dengan tujuan khusus untuk meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan kesehatan lansia, meningkatkan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi dan pihak terkait lainnya, meningkatkan ketersediaandata dan informasi
dibidang kesehatan lansia, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat
dan lansia dalam upaya peningkatan kesehatan lansia; meningkatnya peran serta lansia dalam

upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Kesehatan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Pernyataan ini sesuai
dengan isi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016
tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia yang mengatakan bahwa Pemerintah
berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi
pengembangan kelompok lanjut usia. Program ini diluncurkan pada tahun 2016 oleh Menteri
Kesehatan. Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta Kedudukan keuangan, Gubernur
berkewajiban mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu lansia mendapatkan pembinaan
ataupun pemberdayaan kesehatan. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pada Pasal 12, menjelaskan bahwa

pembangunan ketahanan Kkeluarga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, keluarga,



masyarakat, dan dunia usaha. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 -2018 terdapat beberapa program yang akan

dilaksanakan salah satunya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Peningkatan Pelayanan kesehatan lanjut usia yang diprogramkan oleh pemerintah
melalui PERMENKES RI Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat serta PERMENKES RI Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan salah satunya yaitu
Pelayanan Posyandu untuk Lansia (Lanjut Usia). Posyandu untuk lansia adalah wadah
pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing

petugas terkait (www.depkes.go.id diakses pada 13 Januari 2020). Posyandu untuk lansia

diperuntukkan untuk penduduk lansia maupun penduduk pra lansia. Tujuan dari pelayanan
posyandu untuk lanjut usia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lansia, berupa fisik
maupun psikologis, melalui kegiatan posyandu lanjut usia yang mandiri dalam masyarakat.
Posyandu lansia dilaksanakan disetiap desa/kelurahan dilakukan oleh pihak puskesmas sesuai

dengan wilayah kerja masing — masing.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016
mencapai 26.63%. Merujuk pada target Sumsel Sehat untuk cakupan pelayanan kesehatan
usia lanjut sebesar 70%. Hal ini berarti pelayanan kesehatan usia lanjut masih belum
terlaksana secara optimal. Dengan demikian diperlukan usaha — usaha yang lebih intens
untuk pendekatan ke masyarakat khususnya yang telah berusia lanjut melalui posyandu lansia
yang merupakan bentuk pelayanan luar gedung. Menindak lanjuti Peraturan Menteri
Kesahatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 6 bahwa untuk meningkatkan
akses dan cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia dipuskesmas dapat dilakukan pelayanan

diluar gedung sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan luar gedung salah satunya adalah
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posyandu lansia. Kabupaten Muara Enim juga ikut menggerakan pelayananposyandu untuk
lansia, Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang menerapkan posyandu lansia,
salah satunya yaitu Kecamatan Lembak atau Puskesmas Lembak dengan yang cakupan

wilayah kerja meliputi 10 desa yaitu:

. Posyandu Lansia Desa Lembak

. Posyandu Lansia Desa Tapus

. Posyandu Lansia Desa Alai

. Posyandu Lansia Desa Sungai Duren

. Posyandu Lansia Desa Talang Nangka
. Posyandu Lansia Desa Petanang

. Posyandu Lansia Desa Kemang

co ~N oo o1 B~ O w NP

. Posyandu Lansia Desa Tanjung Baru
9. Posyandu Lansia Desa Lubuk Enau

10. Posyandu Lansia Desa Alai Selatan.

Posyandu untuk lansia Desa Tapus sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan
PERMENKES RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan laporan pencatatan jumlah Pra
Lansia, dan Lansia per Januari 2020 oleh Puskesmas Lembakjumlah sasaran pra lansia dan

lansia Desa Tapus dapat dilihat pada tabel dibwah ini:

Tabel 1.1 Sasaran Pra Lansia dan Lansia di Desa Tapus Per Januari 2020

Sasaran Pra
Lansia dan Laki — laki Perempuan Jumlah
Lansia
45 — 59 Tahun 95 92 187
60 — 69 Tahun 21 30 51
+70 Tahun 9 14 23

Total Sasaran Pra Lansia dan Lansia Desa Tapus 261




Sumber: Laporan Pencatatan Jumlah Pra Lansia dan Lansia Puskesmas Lembak Januari

2020

Posyandu untuk Lansia Desa Tapus merupakan posyandu lansia dengan minat partisipasi
paling sedikit terbukti dengan daftar hadir peserta posyandu Desa Tapus perbulannya yang
hanya mencapai 15 — 20 orang. Berdasarkan jumlah keseluruhan sasaran pra lansia dan lansia
pada tabel diatas, tingkat partisipasi lansia dalam menghadiri posyandu hanya berkisar 13%.
Melihat dalam PERMENKES RI Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 6 ayat (1) yaitu untuk
meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas dapat
dilakukan pelayanan luar gedung sesuai dengan kebutuhan, salah satunya yaitu posyandu
lansia. Posyandu lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan akses dan cakupan layanan yang
mempermudah lansia dalam menjalani pelayanan kesehatan, namun pada kenyataannya

partisipasi lansia dalam mengikuti posyandu tetap sedikit.

Gambar 1.4 Daftar hadir Bulan Februari pelaksanaan Posyandu Lansia di Desa Tapus

Kecamatan Lembak
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Sumber: Dokumentasi oleh peneliti, 13 Maret 2020

Gambar diatasmembuktikan bahwa jumlah lansia yang hadir dalam pelaksanaan posyandu
pemeriksaan kesehatan rutin perbulan hanya mencapai 10 sampai 20 orang dari total 261
orang yang terdaftar sebagai lansia maupun pra lansia. Berdasarkan dari uraian diatas maka
Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan
dapat tergambarkan Implementasi Kebijakan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam
bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu

Untuk Lanjut Usia (Lansia) di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Kinerja ImplementasiKebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut usia di Desa

Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik

dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pengembangan ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik, terkhusus dalam mengetahui
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Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi
kepada pihak yang terakait dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk

Lanjut Usia Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
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